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Abstrak

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif,
aman, tangguh, dan berkeadilan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, maka tujuan studi ini melihat sejauh
mana implementasi strategi pengarusutamaan gender yang meliputi akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi
yang setara antara perempuan dan laki-laki dilakukan dalam kegiatan peningkatan kualitas hunian program
BSPS. Hal ini penting, mengingat kualitas rumah layak huni merupakan salah satu indikator dari pengurangan
kemiskinan perkotaan. Analisis menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik skoring dan pembobotan,
melalui penyebaran kuesioner pada 33 rumah tangga penerima bantuan di Kecamatan Semarang Utara,
Semarang. Validasi terhadap upaya peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui observasi terhadap kondisi
fisik masing-masing ruma, sebelum dan sesudah menerima bantuan. Hasil studi menunjukkan dua aspek yang
unggul secara nilai yaitu manfaat sebesar 74,74 dan kontrol sebesar 67,17. Walaupun demikian, aspek kontrol
memiliki pengaruh yang kuat pada rumah tangga penerima bantuan yaitu meningkatnya kapasitas individu.
Hasil analisis penerapan program BSPS merekomendasikan bahwa strategi pengarusutamaan gender berhasil
diterapkan pada beberapa aspek, khususnya peningkatan pada aspek akses dan partisipasi. Output studi juga
menunjukkan adanya peran penting fasilitator lapangan untuk mempercepat proses peningkatan kapasitas
individu..

Kata Kunci: Pengarusutamaan gender, renovasi rumah, program BSPS, manfaat dan kontrol, kemiskinan

perkotaan

Abstract

One of the goals of sustainable development is to create cities and settlements that are inclusive, safe, resilient and
fair. In an effort to achieve these goals, the objective of this study looks at to which extent the implementation of a
gender mainstreaming strategy that includes access, benefits, control, and participation is conducted in the
improvement of the housing quality of the BSPS program. This is important, considering the quality of livable
homes is one indicator of urban poverty reduction. The analysis uses a quantitative approach, with scoring and
weighting techniques, via the distribution of questionnaires to 33 beneficiary households in the District of North
Semarang, Semarang. Validation of efforts to improve housing quality was conducted by observing the before and
after physical condition of each beneficiary's house The results of the study showed two aspects that were superior
in value: a benefit of 74.74 and control of 67.17. However, the control aspect has a strong influence on beneficiary
households, that is to increase individual capacity. The results of the analysis of the application of the BSPS
program stated that the gender mainstreaming strateqy was successfully applied to several aspects, particularly
the improvement in access and participation aspects. The study output also shows the important role of field
facilitators to accelerate the process of increasing individual capacity.

Keywords : Gender mainstreaming, housing improvement, BSPS program, benefit and control, urban poverty
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PENDAHULUAN

Agenda pembangunan berkelanjutan membawa
dampak terhadap kewajiban pemenuhan kebutuhan
pengelolaan kota yang efektif. Ini mengisyaratkan

perlunya integrasi antara upaya pengentasan
kemiskinan yang membahas keadilan sosial,
ekonomi, partisipasi dan peningkatan kualitas

lingkungan (Rahman 2016). Perumahan menjadi
salah satu faktor yang mempengaruhi keberlanjutan
karena kualitas rumah layak huni menjadi indikator
keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan.
Rumah tidak layak huni menurut Peraturan Menteri
PUPR Nomor 13 tahun 2016 tentang Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya, merupakan hunian
yang tidak memenuhi syarat keselamatan bangunan,
kecukupan luas bangunan, dan kesehatan penghuni
(Permen PUPR 2016). Salah satu upaya untuk
mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni
yaitu melalui pencapaian tujuan ke sebelas dari
Sustainable Development Goals (SDGs), yakni
mewujudkan kota-kota dan permukiman yang
inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Pencapaian tujuan SDGs dilakukan melalui
pengambilan keputusan yang inklusif dengan
memperhatikan kesetaraan gender.

Menurut Zuckerman (2002) konsep kesetaraan
gender mengacu pada hal, peluang, dan kewajiban
yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk
berpartisipasi dan mendapat manfaat dari
penyelenggaraan pembangunan. Pernyataan tersebut
didukung dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9
tahun 2000 bahwa  pembangunan  perlu
memperhatikan aspek gender pada perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
kebijakan (Inpres 2000). Perbedaan kebutuhan
antara perempuan dan laki-laki dalam penyediaan
perumahan mendorong perlunya masalah gender
terintegrasi dengan program kebijakan
pembangunan (Asian Development Bank 2000),
mengingat perlunya diberikan partisipasi dan
kesempatan yang sama dalam upaya peningkatan
kualitas hunian. Sementara kesetaraan gender di
Indonesia masih menjadi tantangan nasional yang
perlu diakomodir dalam kebijakan pembangunan
nasional melalui strategi pengarusutamaan gender.
Tujuannya agar penyelenggaraan  kebijakan
pembangunan dapat menjangkau seluruh golongan
dan masyarakat mendapatkan manfaat yang sama
dari adanya pembangunan.

Rumah swadaya di Indonesia menjadi salah satu
solusi yang dianggap efektif efektif (Tunas dan
Peresthu 2010). Dengan mempertahankan lokasi
rumah eksisting berarti menjamin penghidupan
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap,
karena adanya jaminan aktivitas produktif rumah
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tangga terkait kegiatan mencari penghasilan tetap
berjalan. Yang menjadi perhatian berikutnya bagi
MBR adalah upaya secara perlahan dan bertahap
untuk memperbaiki kondisi fisik hunian dengan dana
swadaya, sebagai salah satu upaya peningkatan
kualitas hidup. Pemerintah telah memberikan
fasilitasi dengan adanya program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan
memberikan  hibah  dana  stimulan  untuk
meningkatkan kondisi fisik sebagian rumah MBR. Hal
ini juga sesuai dengan Master Plan Percepatan dan
Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
(MP3KI) yang disusun pada tahun 2012, yang
bertujuan untuk mengurangi kantung-kantung
permukiman kumuh di kota-kota besar Indonesia,
termasuk Kota Semarang.

Menurut Bappenas (2012) pembangunan yang
responsif gender dilakukan dengan
mempertimbangkan  strategi  pengarusutamaan
gender antara lain akses, manfaat, kontrol dan
partisipasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan
Zulkarnain (2016) menyebutkan bahwa
permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan
program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) yaitu kurangnya komunikasi yang dilakukan
antara tim teknis dengan penerima bantuan sehingga
terdapat kesulitan dalam mengartikan tujuan dari
kebijakan tersebut. Masalah pada akses dan
partisipasi penerima bantuan juga menimbulkan
kerugian khususnya yang berkaitan dengan
ketidaksesuaian antara harga bahan bangunan dan
rencana anggaran biaya (RAB). Ditambah dengan
penelitian dari Suhaeti (2006) merekomendasikan
perlunya  mengintegrasikan gender, dalam arti
mengakui keterlibatan dan kontribusi perempuan
dalam sektor domestik. Jika dilihat dari alokasi waktu
yang dicurahkan, kondisi laki-laki lebih baik dengan
waktu senggang lebih banyak. Sedangkan penelitian
dari Esariti, Haulah, dan Sunarti (2019)
menyimpulkan bahwa strategi pengarusutamaan
gender juga menjamin efektifitas tata kelola
pemerintahan yang baik, sehingga keberlanjutan
peningkatan kualitas hunian untuk seluruh MBR
secara bertahap dapat diukur capaiannya. Sebagai
kesimpulan, beberapa penelitian yang terdahulu
menekankan pada aspek yang menjadi penyebab
mengapa program kegiatan BSPS menjadi tidak
efektif, sedangkan artikel ini akan fokus pada
pembahasan mengenai keberhasilan penerapan
pengarustamaan gender pada pelaksanaan program
BSPS di Kota Semarang.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa
permasalahan utama ada pada belum
diintegrasikannya pengarusutamaan gender dalam
program BSPS. Data dari penelitian sebelumnya
menyebutkan bahwa tidak diakuinya perbedaan
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kebutuhan untuk berpartisipasi dan mendapat
kesempatan yang sama untuk menerima manfaat
program pembangunan menjadi salah satu indikator
kurang efektifnya BSPS. Sehingga penelitian ini
bertujuan  untuk membahas sejauh  mana
implementasi pengarusutamaan gender dalam
peningkatan kualitas hunian program BSPS di
Kecamatan Semarang Utara melalui empat aspek
utama pengarusutamaan gender yaitu akses, manfaat,
kontrol, dan partisipasi.

Strategi pengarusutamaan gender merupakan
keharusan dalam  kebijakan pembangunan
perumahan untuk menjamin terakomodirnya

perbedaan kebutuhan dan meratanya manfaat yang
didapatkan seluruh penerima bantuan dari adanya
kegiatan peningkatan kualitas hunian (Bradshaw et
al. 2017; Meier dan Lombardo 2013).

Hal ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh
mana program BSPS menerapkan perencanaan
terkait gender dalam pelaksanaannya yang
mengakomodir aspirasi masyarakat baik laki-laki
maupun perempuan. Pokok pembahasan dalam
artikel ini meliputi: (1) latar belakang dilakukannya
penelitian; (2) hasil kajian literatur, metode
penelitian, ruang lingkup dan data untuk analisis; (3)
hasil pembahasan dari analisis implementasi strategi
pengarusutamaan gender; (4) kesimpulan dan
rekomendasi hasil penelitian.

METODE

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran
kuesioner kepada 33 rumah tangga penerima
bantuan program BSPS di Kecamatan Semarang
Utara. Lokasi penelitan spesifik pada 3 kelurahan
diantaranya Kelurahan Tanjungmas, Kelurahan
Kuningan, dan Kelurahan Dadapsari, seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 1. Pemilihan 3 kelurahan
ini dengan pertimbangan dapat mewakili secara
karakteristik dan wuntuk Kelurahan Dadapsari
memiliki jumlah penerima bantuan terbanyak di
Kecamatan Semarang Utara tahun 2019. Sementara
itu untuk jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu
sebanyak 110 KK penerima bantuan pada tahun 2019
yang kemudian diambil sample sebanyak 30% dari
jumlah populasi.

Penelitian ini menggunakan metode Kkuantitatif
dengan teknik analisis skoring dan pembobotan pada
variabel yang ditentukan melalui kajian pustaka.
Pembobotan dilakukan dengan menghitung skor
pada masing-masing kriteria yang kemudian hasilnya
dibobotkan menggunakan nilai indeks. Teknik
analisis skoring dalam penelitian ini menggunakan
skala likert positif sebanyak 3 dengan interval skor
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Gambar 1 Lokasi Penelitian
di Kecamatan Semarang Utara
Sumber: Bappeda Kota Semarang - 2016

sebesar 33% (Mussardo 2019). Perhitungan skoring
memiliki rincian dengan persamaan (1) dan (2)

Skor ideal = Nilai skala x Jumlah responden.....(1)

. (Skor x Responden)
Hasil = (Jumlah Skor Ideal)
Variabel penelitian berupa aspek akses, manfaat,
kontrol, dan partisipasi tersebut disusun ke dalam
rubrik penilaian yang terdiri dari beberapa kriteria
pada masing-masing aspek gender. Kriteria tersebut
yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
penerapan dari empat aspek gender yaitu akses,
manfaat, kontrol, dan partisipasi pada program BSPS.
Aspek yang mejadi variabel penelitian dapat dilihat
pada tabel Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Penelitian

Aspek Kriteria

Peluang memberikan gagasan terkait
pengambilan keputusan

Keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan
yang dilakukan oleh pemerintah
Mendapatkan manfaat sosial dari program
BSPS

Mengambil keputusan terhadap
penggunaan uang

Mengambil keputusan terhadap bagian
rumah yang diperbaiki

Ikut serta dalam menyebarkan informasi
Kemudahan kelompok penerima bantuan
dalam memperoleh informasi

Mampu melaksanakan kegiatan secara
mandiri

Akses

Manfaat

Kontrol

Partisipasi
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Hasil skor likert divalidasi lagi secara triangulasi
dengan melakukan kegiatan observasi lapangan.
Terdapat form checklist untuk mengidentifikasi
bagian rumah yang secara fisik mengalami
peningkatan kualitas. Observasi dilakukan terdapa 33
rumah tangga yang menjadi responden penelitian.

Peningkatan kualitas hidup untuk mencapai tujuan
pengentasan kemiskinan salah satunya dengan
perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (Burns,
Keswell, dan Leibbrandt 2005). Hal ini diterapkan
dengan adanya upaya pengambilan keputusan yang
inklusif yaitu melalui keterlibatan masyarakat
terutama kaum marjinal dan masyarakat miskin.
Pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan
perlu mengatasi beberapa hambatan dalam
pembangunan salah satunya menghadapi konflik
yang muncul dalam pengambilan keputusan terkait
bagaimana meningkatkan, membangun kembali, atau
merubuhkan permukiman kumuh (Belsky 2012).
Pembangunan yang inklusif dilakukan dengan
melibatkan langsung masyarakat dalam seluruh
kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi hambatan
terkait peningkatan kualitas hunian di permukiman
kumuh. Menurut Jiboye (2011) permukiman kumuh
dengan kondisi rumah tidak layak huni muncul akibat
ledakan populasi di perkotaan sebagai dampak dari

kemiskinan. Peningkatan kualitas hidup untuk
mencapai tujuan pengentasan kemiskinan
salahsatunya dengan perbaikan tata kelola
pemerintahan yang baik (Burns, Keswell, dan

Leibbrandt 2005). Hal ini diterapkan dengan adanya
upaya pengambilan keputusan yang inklusif yaitu
melalui keterlibatan masyarakat terutama kaum
marjinal dan masyarakat miskin. Pembangunan kota
yang inklusif dan berkelanjutan perlu mengatasi
beberapa hambatan dalam pembangunan salah
satunya menghadapi konflik yang muncul dalam
pengambilan  keputusan  terkait = bagaimana

Sugarda, 2012

Akses

Kontrol
F 2014 .
Cage, 20 Manfaat

Objek penelitian
Populasi: 110 KK
penerima bantuan

meningkatkan, membangun kembali, atau
merubuhkan permukiman kumuh (Belsky 2012).
Oleh sebab itu, perlu dibukanya akses bagi

masyarakat untuk terlibat dalam proses kegiatan
pembangunan dalam hal ini yaitu peningkatan
kualitas hunian program BSPS. Tujuan dilibatkannya
masyarakat adalah agar hasil dari kegiatan
pembangunan ini sesuai mengatasi masalah yang
sebenarnya dihadapi oleh masyarakat.

Kemiskinan lebih banyak terjadi pada rumah tangga
yang dikepalai oleh perempuan (Siddique 1998). Hal
ini disebabkan dari rendahnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan
khususnya yang bertanggung jawab dalam rumah
tangga. Kondisi ini juga didukung oleh oleh
(Zuckerman 2002) yang mengemukakan bahwa
beban kemiskinan yang dialami oleh perempuan dan
laki-laki itu berbeda, dan ini berpengaruh pada
perbedaan intervensi pembangunan. Perbedaan ini
yang kemudian mendorong pentingnya sebuah
pertimbangan dalam menyusun prioritas kebijakan
pembangunan Khususnya untuk pengentasan
kemiskinan. Menurut Chen, Vanek, dan Carr (2004)
kesetaraan gender merupakan bagian yang perlu
diperhatikan dalam pengentasan kemiskinan yaitu
dari kontribusi yang diberikan oleh kaum miskin baik
laki-laki dan perempuan.

Selama ini  kebijakan = pembangunan yang
diselenggarakan belum membuka peluang khususnya
bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan kota, sehingga potensi mereka tidak
dianggap berarti (Cage 2014). Oleh sebab itu,
partisipasi menjadi salah satu peluang masyarakat
miskin untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan
dan juga menjadi tolak ukur keberhasilan program
pembangunan tersebut. Menurut Cherunya et al
(2020) adanya partisipasi masyarakat dalam proses

Cherunya et al, 2020

Partisipasi
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Gambar 2 Diagram Alur Penelitian
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pembangunan dapat meningkatkan pemahaman
mengenai apa yang masyarakat inginkan, membantu
dalam menyusun prioritas, dan meningkatkan
komitmen terhadap kegiatan yang berlangsung.
Tidak hanya itu, Moser (2017) peningkatan kualitas
rumah akan mendorong pemberdayaan. Ini karena
rumah berfungsi sebagai aset yang mendorong
pengembangan keluarga, faktor krusial yang memicu
aktivitas produktif keluarga untuk keluar dari
lingkaran kemiskinan. Salah satunya melalui
partisipasi dalam kegiatan lingkungan sehingga
jaringan yang kuat akan membuka akses pada
informasi terkait program pemerintah yang
bermanfaat untuk masyarakat berpenghasilan
rendah. Keterlibatan tersebut yang akan diukur
dalam studi ini, menggunakan aspek gender pada
penyelenggaraan program peningkatan kualitas
hunian.

Isu gender dalam kebijakan pembangunan menurut
Sugarda (2012) dapat dilihat pada empat aspek
gender yakni akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi.
Masing-masing aspek makna data yang dapat
digunakan untuk menganalisis diantaranya: (1)
Akses, merupakan data mengenai peluang dalam
memanfaatkan sumberdaya mencakup alam,
manusia, keuangan, dan pelayanan; (2) Manfaat,
adalah sebuah data yang menunjukkan manfaat yang
dirasakan dari hasil pembangunan baik langsung
maupun tidak langsung oleh masyarakat; (3) Kontrol,
menunjukkan kemampuan masyarakat dalam
mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu; (4) Partisipasi, adalah data yang
menunjukkan pengetahuan, sikap, maupun praktik
masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Deskripsi
tersebut menjadi salah satu landasan dalam
penyusunan Kkriteria bagi masing-masing aspek
gender. Untuk lebih jelasnya, detail kegiatan analisis
dapat dilihat pada Gambar 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanfaatan Dana Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya di Kecamatan

Semarang Utara

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya di Kota Semarang pada tahun 2019 dengan
jenis kegiatan yaitu peningkatan kualitas rumah
swadaya. Alokasi dana stimulan untuk setiap satu
rumah tangga penerima bantuan sebesar
Rp17.500.000 yang dibagi menjadi dana material
bangunan dan upah tenaga kerja masing-masing
sebesar Rp15.000.000 dan Rp2.500.000. Bentuk
perbaikan yang dilakukan juga tergantung pada besar
kecilnya dana swadaya yang dimiliki masing-masing
rumah tangga penerima bantuan.

Peningkatan kualitas rumah yang dilakukan oleh
penerima bantuan umumnya pada bagian atap,
dinding, lantai, dan jendela. Beberapa penerima
bantuan juga melakukan perbaikan pada ruang
tertentu seperti kamar mandi, dapur, dan kamar
tidur. Kondisi rumah yang rusak umumnya
diakibatkan oleh usia bangunan lebih dari 20 tahun,
dan adanya peristiwa rob di Kecamatan Semarang
Utara. Perbaikan pada atap yang bocor dengan
mengganti struktur penahan dan juga mengganti
atap. Umumnya penerima bantuan memilih atap
asbes dengan pertimbangan harga yang lebih
terjangkau. Pemilihan bahan ini justru berbeda
dengan yang dinyatakan Moksnes dan Melin (2014)
bahwa peningkatan kualitas fisik hunian di
permukiman kumuh perlu memperhatikan jenis
bahan bangunan yang digunakan. Hal ini
berpengaruh pada keamanan rumah terutama
kondisi permukiman kumuh yang cenderung
memiliki kepadatan yang tinggi. Dinding rumah yang
mengalami kerapuhan dilakukan dengan mengganti
secara keseluruhan dengan batu bata baru. Pemilihan
batu bata untuk dinding juga beragam yaitu dengan
batu bata merah atau ada yang menggunakan batako.
Lantai yang sebelumnya masih berupa tanah, setelah
perbaikan  umumnya  ditutup  menggunakan
campuran semen. Perbaikan jendela dilakukan secara
beragam dengan menambah jumlah jendela,
mengubah posisijendela, dan mengganti dengan kayu
baru. Beberapa penerima bantuan juga memilih
untuk menambah jumlah pintu dan ventilasi yang
sebelumnya tidak ada pada rumabh tersebut.

\ / Perbaikan

lantai
7%
Perbaikan
4 kamar mandi

,ﬁ 4%
Perbaikan dapur

T

1%

Gambar 3 Bentuk Perbaikan Rumah

Validasi terhadap peningkatan kondisi fisik masing-
masing dilakukan melalui observasi lapangan dan
mengkonfirmasi kegiatan yang dilakukan sebelum
dan sesudah mendapatkan dana hibah BSPS. Selama
melakukan observasi dalam jangka waktu 1 bulan,
diidentifikasi bahwa detail bentuk perbaikan rumah
seperti yang diinformasikan pada Gambar 3 dan
Gambar 4. Sesuai dengan yang disebutkan oleh
Parsell (2012) rumah yang ideal adalah rumah
sebagai tempat tumbuh kembang keluarga. Rumah
yang baik dan memenuhi standar kesehatan dan
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keamanan menjamin penghidupan anggota keluarga
yang tinggal di dalamnya. Ini juga dikuatkan oleh
pendapat dari Tan (2012) bahwa lingkungan yang

—
J

7.4

Gambar 4. Bentuk Perbaikan pada Dinding, Atap,
Lantai, Dan Pintu

baik juga mempunyai peran penting dalam
pencapaian kualitas hidup keluarga. Sehingga hasil
observasi menyimpulkan bahwa dana hibah BSPS
bermanfaat bagi penerima bantuan untuk
meningkatkan kualitas hidup keluarga, yang secara
tidak langsung mengantarkan keluarga tersebut
meninggalkan kondisi kemiskinannya.
Implementasi Pengarusutamaan Gender
(PUG) dalam Kegiatan BSPS

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) merupakan program yang diselenggarakan
oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR
sebagai bentuk pengentasan kemiskinan melalui
rehabilitasi rumah tidak layak huni. Program BSPS
dilaksanakan di Kota Semarang pertama kali pada
tahun 2019. Berdasarkan data Satuan Kerja Non
Vertikal Terpadu (SNVT) salah satu kecamatan yang
menjadi tempat pelaksanaan tersebut yaitu
Kecamatan Semarang Utara. Penyelenggaraan
program BSPS dibagi menjadi tiga jenis kegiatan
utama yaitu peningkatan kualitas, pembangunan
baru, dan pembangunan prasarana, sarana dan
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utilitas umum. Selain jenis kegiatan, pelaksanaan
program BSPS juga dilakukan melalui tahapan
pendampingan yang melibatkan masyarakat serta
tim teknis. Tahapan pendampingan memiliki alur
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pelaporan, hingga pengembangan mandiri pasca
kegiatan. Tujuan dari adanya kegiatan pendampingan
yaitu masyarakat dapat mempersiapkan diri selama
berlangsungnya program.

Integrasi gender menurut menurut Caro et al. (2009)
dan Suhaeti (2006) adalah sebuah strategi yang
diterapkan dalam perencanaan program, penilaian,
desain, implementasi dan pengawasan serta evaluasi
untuk mempertimbangkan norma-norma terkait
gender. Perbedaan kebutuhan antara perempuan dan
laki-laki dalam penyediaan perumahan yang
mendorong perlunya gender terintegrasi dalam
program Kkebijakan pembangunan tersebut (Asian
Development Bank 2000). Perbedaan kebutuhan
antara perempuan dan laki-laki dalam penelitian ini

kaitannya dengan penyediaan perumahan.
Penyelenggaraan program BSPS sebagai upaya
pengentasan kemiskinan melalui peningkatan

kualitas hidup salah satunya dengan melakukan
rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sasaran utama
program tersebut yaitu permukiman informal dengan
kondisi rumah tidak layak huni karena tidak
memenuhi standar kesehatan dan keamanan
bangunan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan
Moksnes dan Melin (2014) bahwa pendekatan baru
dalam pembangunan kota dilakukan dengan
perencanaan bersama, pembiayaan dan
implementasi peningkatan kualitas hunian yang
dilakukan dengan melibatkan penduduk
permukiman informal.

Akses

Kebijakan pembangunan dalam konteks pengentasan
kemiskinan harus memperhatikan kesetaraan gender
terutama dalam pemberian akses pada perempuan
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
(Zuckerman 2002). Sejalan dengan pernyataan
tersebut, program BSPS dalam pelaksanaannya
memberikan akses pada perempuan untuk
berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan. Akses
ini kemudian dianalisis berdasarkan dua kriteria
yaitu kemampuan dalam memberikan gagasan dan
keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan
(Puspitawati 2013).

Kriteria pertama pada aspek akses yaitu kemampuan
memberikan gagasan terkait pengambilan keputusan,
menunjukkan bahwa rumah tangga penerima
bantuan memberikan gagasan atau ide dalam
menentukan bagian dari rumah yang perlu
diperbaiki. Selain itu, rumah tangga penerima
bantuan tidak mengelola penggunaan dana.
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Pengelolaan dana diserahkan kepada tenaga
fasilitator lapangan dengan memberikan kesempatan
pada penerima bantuan untuk memilih alternatif
pembiayaan.

Kriteria kedua akses adanya keikutsertaan penerima
bantuan dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan
oleh pemerintah/tim teknis mengkonfirmasi bahwa
penerima bantuan wajib mengikuti kegiatan
pendampingan kecuali bagi mereka yang kondisinya
tidak memungkinkan untuk hadir, seperti lansia.
Kriteria ini berhasil terpenuhi karena adanya aturan
wajib tersebut.

Manfaat

Pemberdayaan menurut Narayan (2006) merupakan
titik awal yang bermanfaat untuk pekerjaan lebih
lanjut seperti pengelolaan sumberdaya, pelatihan
keterampilan, kepemimpinan, proses demokrasi, dan
partisipasi dalam pengambilan keputusan. Manfaat
tersebut dianalisis dari perubahan yang dirasakan
oleh penerima bantuan secara individu maupun
terhadap lingkungannya. Aspek manfaat memiliki
satu kriteria yaitu penerima bantuan mendapatkan
manfaat dari terlaksananya program BSPS secara
individu. Hasil penelitian membuktikan manfaat yang
didapatkan oleh penerima bantuan secara individu
yaitu meningkatnya relasi dan lebih aktif dalam
kegiatan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya
proses peningkatan kapasitas dari individu dan
perannya di dalam lingkungan rumabh.

Czischke (2018) menyebutkan bahwa perubahan
yang dirasakan juga dipengaruhi oleh kemampuan
fasilitator untuk memahami variasi kondisi eksisting
penerima bantuan. Hal ini akan menentukan
bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah
menemukenali analisis kebutuhan (need assessment).
Manfaat lain dari kegiatan pendampingan adalah
terciptanya hubungan saling menguntungkan antara
penerima bantuan dan fasilitator. Proses komunikasi,
menjalin networking, memahami aturan bersama
merupakan modal sosial yang penting dalam proses
pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah
(Babaei, Ahmad, dan Gill 2012).

Kontrol

Kontrol dinilai dari kemampuan seseorang atau
masyarakat untuk mengambil keputusan guna
melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu
(Sugarda 2012). Hal ini juga didukung oleh
pernyataan (Zuckerman 2002) terkait tidak adanya
kekuatan yang dimiliki oleh perempuan untuk
mengalokasikan  sumberdaya dan keputusan
investasi di rumah, komunitas, dan negara.

Aspek kontrol dibagi menjadi dua kriteria
diantaranya kemampuan mengambil keputusan
terhadap penggunaan dana dan kemampuan
mengambil keputusan terhadap bagian rumah yang
diperbaiki. Keputusan terhadap penggunaan dana
tidak langsung dari penerima bantuan, melainkan
dikelola oleh tenaga fasilitator dengan alur yakni
penerima bantuan memberikan daftar kebutuhan
material bangunan yang kemudian dana tersebut
akan dibayarkan pada toko bahan bangunan tertuju.
Keputusan terhadap bagian rumah yang diperbaiki
mampu dilakukan oleh penerima bantuan, karena
keputusan tersebut umumnya merupakan hasil
keputusan pribadi maupun diskusi dengan pasangan
atau anggota keluarga lain. Kontrol terhadap
keputusan yang disepakati merupakan bukti
tercapainya pemberdayaan (Narayan 2005), ini
menjelaskan bahwa penerima bantuan mampu
berperan sebagai agen perubahan (Ibrahim dan
Alkire 2007). Pemberdayaan yang dilakukan di level
individu akan mendorong terjadinya diskusi dan
penyampaian ide pemikiran serta berperan serta
aktif untuk mencapai perubahan yang diharapkan.

Partisipasi

Partisipasi dalam proses pembangunan dapat
meningkatkan pemahaman tentang apa yang
sebenarnya diinginkan, membantu dalam menyusun

prioritas dan meningkatkan komitmen untuk
perbaikan yang dilakukan. Fenster (1993)
menyatakan bahwa partisipasi dapat diukur
pencapaiannya dengan empat tingkatan intensitas
pencapaian yaitu berbagi informasi, konsultasi,
pengambilan keputusan, dan tindakan inisiasi.
Partisipasi dalam program BSPS dianalisis

menggunakan tiga kriteria diantaranya ikut serta
dalam menyebarkan informasi, kemudahan dalam
memperoleh informasi, mampu melaksanakan
kegiatan secara mandiri.

Kriteria pertama, rumah tangga penerima bantuan
menyatakan bahwa mereka tidak ikut menyebarkan
informasi, karena tidak memahami sepenuhnya
mengenai program yang sedang berjalan. Hasil
kriteria kedua menunjukkan bahwa informasi
diperoleh langsung dari pengumuman resmi pihak
kelurahan sebagai tim teknis. Kriteria terakhir,
pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan secara mandiri
akibat banyaknya penerima bantuan yang tidak
mampu melaksanakan secara mandiri sehingga perlu
bantuan tenaga fasilitator lapangan.

(Bardhan et al 2019) menjabarkan partisipasi akan
menentukan  keberhasilan  program  apabila
pendekatannya tepat. Berdasarkan contoh aplikasi
pada program peningkatan kualitas permukiman
kumuh di Mumbai, India penggunaan strategi dengan
bahasa anjuran (sentiment analysis) yang positif,

113



Jurnal Permukiman Vol. 15 No. 2 November 2020: 107 - 116

terbukti menunjukkan peningkatan partisipasi
perempuan sampai dengan 60%. Selain dengan
metode tersebut, cara meningkatkan partisipasi bisa
dilakukan dengan mendorong kontribusi MBR sesuai
kemampuan (Gwaleba dan Masum 2018). Partisipasi
menjamin fleksibilitas memilih kontribusi dalam
bentuk dukungan dana, tenaga dan informasi
sehingga mendorong kepemilikan bersama agar
tercapai lingkungan permukiman yang lebih baik.
Diagram implementasi gender menjelaskan dasar
pentingnya strategi pengarusutamaan gender dalam
pembangunan kota hingga contoh keberhasilan

penerapan strategi tersebut dalam program
peningkatan  kualitas hunian di Indonesia.
Implementasi strategi pengarusutamaan gender

dalam program BSPS dinilai menggunakan empat
aspek yakni akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi.
Empat aspek ini yang kemudian dianalisis

80

60
40
20

0

Akses
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Partisipasi

Series1 579

Gambar 5 Grafik Aspek Berdasarkan Pembobotan

menggunakan perhitungan skoring yang kemudian
hasilnya dibobotkan berdasarkan jumlah kriteria
pada Tabel 1. Hasil yang ditunjukkan dari penilaian
skoring dan pembobotan berupa persentase yang
menunjukkan berhasil atau tidak berhasilnya
penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam
program BSPS. Terdapat 4 dari 8 kriteria dengan hasil
skoring dan pembobotan yang unggul dan berhasil
diterapkan dalam upaya peningkatan kualitas hunian.

Berdasarkan uraian analisis di atas dan hasil
pembobotan seperti yang ditunjukkan pada Gambar
5, menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya,
program BSPS sudah menerapkan beberapa aspek
gender dengan baik. Aspek gender yang secara
berhasil diterapkan pada penyelenggaraan program
BSPS yaitu pada aspek manfaat dan kontrol rumah
tangga penerima bantuan. Unggulnya nilai manfaat
yang didapatkan karena penerima bantuan umumnya
merasakan manfaat yaitu memiliki teman baru yang
berasal dari berbagai kelurahan, sehingga menjadi
lebih aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan di
lingkungan rumah. Hal ini membuktikan bahwa tanpa
disadari kemampuan komunikasi individu ikut
meningkat seiring mampunya mereka dalam
menjalin relasi dan berperan dalam kegiatan
lingkungan. Aspek lain yang unggul yakni kontrol
rumah tangga dalam mengambil keputusan terhadap
bagian rumah yang diperbaiki. Aspek ini
menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari rumah
tangga dalam mengambil keputusan dan juga
pengetahuan yang berkaitan dengan pentingnya
perbaikan pada bagian rumah tertentu.

Goals (SDGs)

Sustainable Development

v
Pengarusutamaan Pembangunan Kota
Gender Inklusif

v

Integrasi Gender

[
[vanist
(][] [

s
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Gambar 6 Diagram Implementasi Gender
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Beberapa hasil analisis diatas apabila dibuat diagram
keterhubungan, seperti Gambar 6, menunjukkan
bahwa penerapan aspek gender telah berhasil
diintegrasikan melalui peran yang diberikan oleh
rumah tangga penerima bantuan, khususnya aspek
manfaat dan kontrol. Peningkatan kapasitas individu
ini dibuktikan dari terbentuknya kesadaran
pengetahuan dari keluarga, yang merupakan dampak
dari terjalinnya relasi kolektif antar penerima
bantuan. Ini mengkonfirmasi hubungan prasyarat
pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan
pengarusutamaan gender dan pembangunan kota
inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis
penerapan gender pada pelaksanaan peningkatan
kualitas hunian program BSPS, dapat disimpulkan
bahwa aspek gender sudah diterapkan dengan cukup
baik. Keberhasilan penerapan ini dibuktikan dari
adanya peran yang diberikan rumah tangga selama
berlangsungnya kegiatan dan manfaat yang
dirasakan oleh individu. Dari 4 variabel
pengarustamaan gender, ditemukan bahwa hanya 2
aspek, yaitu manfaat dan kontrol, sebesar 74,74 dan
kontrol sebesar 67,17, yang menjadi Kkunci
keberhasilan penerapan pengarusutamaan gender
pada kegiatan BSPS Kota Semarang. Keberhasilan
penerapan aspek gender ini memberikan pengaruh
pada meningkatnya kapasitas rumah tangga
penerima bantuan secara individu.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai
rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Pertama,
perlu adanya peningkatan manfaat dari terjalinnya
relasi, seperti manfaat berupa adanya bantuan tenaga
kerja. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah
pemahaman tenaga fasilitator lapangan mengenai
pengetahuan yang berkaitan dengan gender maupun
pembangunan yang responsif gender, sehingga
program tersebut dapat terlaksana tepat sasaran
sesuai dengan tujuan program. Terakhir yang perlu
diperhatikan yaitu upaya atau metode berbasis
komunitas untuk meningkatkan akses dan partisipasi
masyarakat selama pelaksanaan program.
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